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ABSTRAK 

 

Reformasi Pengelolaan FABA (Fly Ash Bottom Ash) PLN Melalui Perbaikan 

Peraturan Kebijakan Pemanfaatan FABA di Perusahaan Listrik Negara  

(PT PLN) 

Dedi Hartono, Arifiani Widjayanti, Firman Hadi Rivai 

2241021069@stialan.ac.id 

 

Sisa Pembakaran Batubara di PLTU yang dikenal dengan Istilah FABA  

merupakan bahan campuran industri semen dan beragam pemanfaatan 

lainnya yang menunjang ekonomi sirkuler dan pembangunan. Pasca 

terbitnya PP 22 tahun 2021  yang menggolongkan FABA dari PLTU bukan 

sebagai Limbah B3, PLN telah berupaya melakukan berbagai inovasi namun 

Pemanfaatannya belum sampai tingkat optimal, salah satunya terkait 

regulasi internal PLN yang sudah tidak update. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemanfaatan FABA di PLN dan 

menganalisis inovasi yang telah dilaksanakan dan yang diperlukan  pada 

kebijakan  pemanfaatan FABA sehingga diharapkan menghasilkan Pedoman 

perbaikan  Peraturan  pemanfaatan FABA di  PLN.  Penelitian ini 

menggunakan metode  kualitatif dengan  mempelajari dokumen internal PLN 

terkait pengelolaan FABA dan melakukan wawancara secara purposif 

kepada stakeholder terkait.  

Hasil dari penelitan menyimpulkan bahwa PLN telah berupaya 

melaksanakan regulasi Pengelolaan FABA ,yang dikeluarkan pemerintah 

namun masih terdapat hambatan regulasi baik di internal PLN maupun 

regulasi yang dikeluarkan kementerian terkait. Ditengah hambatan ini PLN 

telah berupaya melakukan berbagai inovasi sektor publik namun hal ini 

belum memadai tanpa dimulai dengan perbaikan Regulasi internal PLN 

yang meliputi    pengaturan model bisnis, standar teknis kualitas, 

daerah/klasterisasi wilayah, skema pemanfaatan, harga dan peninjauan 

peraturan secara berkala.  

Disarankan kepada PLN melakukan kerjasama dengan pemangku 

kepentingan terkait untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala 

regulasi yang ada, PLN segera membuat rancangan perbaikan peraturan  

pemanfaatan FABA yang kondusif bagi inovasi dan ditetapkan sebagai 

acuan oleh seluruh jajaran PLN dan Khusus model bisnis dapat dilakukan 

dengan segera mengalihkan pengeloaan FABA dari Koperasi Karyawan 

Unit Induk PLN  kepada PT EMI atau pihak ketiga lainnya agar pengelolaan 

FABA lebih optimal. 

 

Kata Kunci: Pemanfaatan FABA; Perbaikan Peraturan; Inovasi;  Inovasi 

Sektor Publik;  Ekonomi Sirkuler. 
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ABSTRACT 

 

Reform of PLN’s FABA (Fly Ash Bottom Ash) Management by Improving 

FABA Utilization Policy Regulations in State Electric Companies (PT PLN) 

Dedi Hartono, Arifiani Widjayanti, Firman Hadi Rivai 

2241021069@stialan.ac.id 

 

The residue from burning coal in PLTUs, known as FABA, is a mixture of the cement 

industry and various other uses that support a circular economy and development. 

After the publication of PP 22 of 2021 which classifies FABA from PLTUs as not B3 

waste, PLN has attempted to carry out various innovations but its utilization has not 

yet reached optimal levels, one of which is related to PLN's internal regulations 

which are no longer updated. The aim of this research is to analyze the 

implementation of the FABA utilization policy at PLN and analyze the innovations 

that have been implemented and are needed in the FABA utilization policy so that it 

is hoped that it will produce guidelines for improving FABA utilization regulations 

at PLN. This research uses a qualitative method by studying PLN's internal 

documents related to FABA management and conducting purposive interviews with 

relevant stakeholders. 

The results of the research conclude that PLN has attempted to implement the FABA 

Management regulations issued by the government, but there are still regulatory 

obstacles both internally at PLN and regulations issued by the relevant ministries. 

In the midst of these obstacles, PLN has attempted to carry out various public sector 

innovations, but this is not sufficient without starting with improving PLN's internal 

regulations which include setting business models, technical quality standards, 

regional/regional clustering, utilization schemes, prices and regular regulatory 

reviews.  

It is recommended that PLN collaborate with relevant stakeholders to anticipate 

existing regulatory issues and constraints, PLN immediately drafts improvements to 

FABA utilization regulations that are conducive to innovation and are set as a 

reference by all levels of PLN, and a special business model can be carried out by 

immediately transferring the management of FABA from the PLN Parent Unit 

Employee Cooperative to PT EMI or other third parties so that FABA management 

is more optimal. 

 

 

Keywords: FABA Utilization; Regulatory Improvement; Innovation; Public Sector 

Innovation; Circular Economy. 
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BAB I 

 PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Batubara sebagai komoditas memiliki posisi yang paradoksal di Indonesia 

terutama dalam keterkaitannya dengan isu lingkungan, sumber energi dan 

perekonomian. Keterkaitan dengan isu lingkungan dan sumber energi,  batubara 

dicap sebagai energi kotor yang beremisi tinggi dan mencemari lingkungan 

terutama polusi udara bahkan bila dibandingkan dengan energi fosil lainnya 

seperti minyak dan gas. Keterkaitan dengan perekonomian, Data Kementerian 

Keuangan  menunjukkan bahwa Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar di 

dunia dengan cadangan hanya sekitar 2-3 persen cadangan dunia menikmati  

batubara sebagai salah satu penopang utama devisa negara   dan sumber energi 

murah yang tidak menguras  APBN.  Batubara tidak menguras  APBN bila 

dibandingkan dengan BBM sebagai sumber bahan bakar PLTD (Pembangkit 

Listrik Tenaga Diesel) dengan nilai subsidi mencapai puluhan  trilyun.   

Berdasarkan data Kementerian ESDM Per 19 Januari 2022  Indonesia 

memiliki cadangan batubara  sebanyak 31,7 miliar ton, sementara Produksi 

batubara Indonesia Tahun 2022 sudah diatas 650 Juta Ton dengan 75% dieksport 

yang menghasilkan pendapatan negara per Nopember 2022 mencapai Rp 134 

Trilyun. Sisanya sebesar 25% dimanfaatan untuk kepentingan dalam negeri, 

terutama dipergunakan sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU) yang harganya dipatok sebesar USD$ 70/Ton untuk batubara dengan 

tingkat kalori GAR 4200 sementara apabila dieksport harga pasarnya dapat 

mencapai diatas USD$ 150 untuk tingkat kalori yang sama. Paling mutakhir 

negara-negara maju dalam megurangi emisi global untuk mencegah kenaikan 

suhu bumi mendorong Indonesia untuk mematikan PLTU-nya. Sementara itu 

disisi lain negara-negara maju juga menerima komoditas batubara Indonesia 

sebagai sumber energi mereka terutama setelah meletusnya peperangan antara 
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Rusia dan Ukraina. Bahkan Amerika Serikat sebagai negara yang 

mempromosikan energi bersih mengimport batubara dari Indonesia, Pada April 

2023 Data BPS menunjukkan jumlah ekspor batubara Indonesia  ke Amerika 

Serikat sebesar 3,11 juta ton. Gambar 1.1 berikut mengilustrasikan  

Perbandingan cadangan batubara dunia : 

 

Gambar1.1 Perbandingan Cadangan Batubara Dunia ( sumber :Indonesian Coal Mining 

Association) 

 

Sejak pemerintahan Presiden SBY melalui program 10 Ribu MW dan 

dilanjutkan Presiden Jokowi  melalui program 35 Ribu MW seiring dengan 

booming  komoditas batubara pemerintah juga memacu pemanfaatan batubara 

sebagai sumber energi, hal ini ditandai dengan Proyek ketanagalistrikan nasional 

yang berbasis PLTU dengan batubara sebagai bahan baku pembangkitannya.  

Menurut PLN Proses Pembangunan PLTU rata-rata  memerlukan waktu 5-10 

Tahun, mulai Tahun 2020 banyak proyek PLTU terselesaikan dan beroperasi. 

Hal ini mengakibatkan Kebutuhan batubara menjadi sangat besar mengingat 

hampir separuh  dari semua pembangkit listrik di Indonesia saat ini  bersumber 

dari PLTU, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2 sebagai berikut:
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Gambar 1.2  Bauran Energi Listrik di Indonesia (Sumber: PLN Update realisasi Juni, 

2020) 

 

Gambar 1.2 di atas menunjukkan saat ini dari seluruh kapasitas pembangkit 

listrik terpasang sebesar 62.832,49 MW, kapasitas PLTU sebesar 31,45 GW atau 

proporsinya sebesar 50,05%.  Untuk mendukung energi dari 31,450 MW PLTU, 

dibutuhkan batubara sebanyak 95,6 juta ton batubara di tahun 2020 dan telah 

meningkat menjadi sekitar 120 juta ton untuk tahun 2022.  

Batubara Sebagai bahan baku,   ada sisa pembakaran batubara atau abu 

batubara yang disebut fly ash dan botom ash (FABA). Volume FABA sekitar 5-

10 persen dari volume batubara yang dibakar di PLTU, atau 10–15 juta ton per 

tahun. FABA dikenal sebagai bahan campuran industri semen, dan secara fisik 

mirip dengan semen, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

Gambar 1.3 Semen dan FABA (Sumber : PLN) 
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Namun demikian pemanfaatannya belum optimal karena dimasukkan sebagai 

limbah B3  yang menimbulkan perizinan yang rumit dan  mengakibatkan  biaya 

yang sangat besar. Gambar 1.4 berikut menggambarkan rumitnya proses 

perizinan yang harus dilalui untuk penanganan FABA: 

 

Gambar 1.4  Proses Perizinan Pemanfaatan FABA (Sumber: KLHK  2020) 

 

Beberapa penelitian dan pengujian yang dilakukan baik oleh para 

akademisi maupun PLN sendiri, menemukan bahwa unsur-unsur kimia yang 

terdapat dalam limbah FABA di Indonesia masih dalam batas aman. Standar 

yang tepat adalah pengujian toksikologi seperti LD-50. Uji ini dilakukan pada 

makhluk hidup untuk mengukur prosentase hubungan dosis-respon antara 

limbah B3 dan kematian hewan yang diuji, yang menyumbang 50% dari respons 

kematian pada populasi hewan yang diuji. ataupun TCLP (prosedur laboratorium 
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untuk mengukur potensi pencemaran suatu limbah). Oleh karenanya  beberapa 

PLTU yang telah mendapatkan izin pengecualian dan pemanfaatan dapat 

memanfaatkan limbah FABA yang tersisa dari pembakaran batubara di PLTU. 

Beberapa hasil pengujian baik LD 50 maupun TCLP PLTU di Indonesia dapat 

disajikan sebagai berikut : 

 

            Tabel  1.1  Pengujian LD 50 pada beberapa PLTU PLN (Sumber: PLN  2020) 

 

          Tabel  1.2  Pengujian TCLP pada beberapa PLTU PLN (Sumber: PLN  2020) 
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Tujuan pembangunan tenaga listrik, menurut Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2009, adalah untuk memastikan tersedianya tenaga listrik dengan jumlah 

yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan. Program Pembangunan Kelistrikan 

selama ini dilaksanakan oleh PT PLN dan perusahaan listrik swasta (produsen 

listrik independen/IPP). Dari amanat ini jelas bahwa core bisnis PLN adalah 

membangkitkan dan mendistribusikan tenaga listrik. Namun demikian melihat 

tantangan kedepan PLN seiring dengan proses holdingisasi PLN juga 

mengembangkan konsep beyond KWH dimana PLN berusaha mengkapitalisasi 

peluang-peluang usaha yang menyertai bisnis kelistrikan seperti telekomunikasi 

yang mana lewat anak usahanya yaitu PT Icon Plus, PLN memiliki unit usaha 

yang menyelenggarkan jasa layanan internet.  

Dalam menyediakan tenaga listrik salah satunya disediakan oleh PLTU 

dimana PLN menguasai 52 PLTU dan 28 di dikuasai oleh IPP. Data  PLTU PLN 

dapat disajikan dalam tabel berikut : 

No Nama PLTU Tipe Boiler Jumlah Unit Kapasitas Lokasi 

1 PLTU NAGAN RAYA CFB 2 110 Sumatera 

2 PLTU PANGKALAN SUSU PC 2 220 Sumatera 

3 PLTU LABUHAN ANGIN CFB 2 115 Sumatera 

4 PLTU TENAYAN CFB 2 110 Sumatera 

5 PLTU OMBILIN PC 2 100 Sumatera 

6 PLTU TELUK SIRIH CFB 2 112 Sumatera 

7 PLTU TEMBILAHAN Stoker 2 7 Sumatera 

8 PLTU BUKIT ASAM PC 4 65 Sumatera 

9 PLTU TARAHAN CFB 2 100 Sumatera 

10 PLTU TARAHAN BARU 

(SEBALANG) 

CFB 2 100 Sumatera 

11 PLTU TANJUNG BALAI 

KARIMUN 

Stoker 2 7 Sumatera 

12 PLTU BANGKA BARU (Air 

Anyir) 

CFB 2 30 Sumatera 

13 PLTU BELITUNG CFB 2 16,5 Sumatera 

14 PLTU BENGKAYANG (PLTU 3 

KALBAR) 

CFB 2 50 Kalimantan 
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No Nama PLTU Tipe Boiler Jumlah Unit Kapasitas Lokasi 

15 PLTU KETAPANG CFB 2 10 Kalimantan 

16 PLTU SANGGAU Stoker 2 7 Kalimantan 

17 PLTU SINTANG Stoker 3 7 Kalimantan 

18 PLTU PULANG PISAU CFB 2 60 Kalimantan 

19 PLTU KALSELTENG PC 2 100 Kalimantan 

20 PLTU ASAM-ASAM 1-4 PC 4 65 Kalimantan 

21 PLTU TELUK BALIKPAPAN CFB 2 110 Kalimantan 

22 PLTU BERAU Stoker 2 8,4 Kalimantan 

23 PLTU MALINAU Stoker 2 3,6 Kalimantan 

24 PLTU AMURANG CFB 2 25 Sulawesi 

25 PLTU ANGGREK GORONTALO CFB 2 27,5 Sulawesi 

26 PLTU AMPANA Stoker 2 3,5 Sulawesi 

27 PLTU BARRU CFB 2 55 Sulawesi 

28 PLTU PUNAGAYA (TAKALAR) CFB 2 110 Sulawesi 

29 PLTU KENDARI Stoker 3 12 Sulawesi 

30 PLTU TIDORE Stoker 2 7 Maluku Utara 

31 PLTU SOFIFI Stoker 2 3,6 Maluku Utara 

32 PLTU JAYAPURA BARU Stoker 2 10 Papua 

33 PLTU JERANJANG CFB 3 30 NTB 

34 PLTU LOMBOK FTP 2 PC 2 50 NTB 

35 PLTU ROPA-ENDE Stoker 2 7 NTT 

36 PLTU KUPANG BARU (BOLOK) CFB 2 16,5 NTT 

37 PLTU SURALAYA unit 1-4 PC 4 400 Jawa 

38 PLTU SURALAYA unit 5-7 PC 3 600 Jawa 

39 PLTU SURALAYA 8 PC 1 625 Jawa 

40 PLTU ADIPALA PC 1 660 Jawa 

41 PLTU INDRAMAYU PC 3 330 Jawa 

42 PLTU LABUAN (BANTEN) PC 2 300 Jawa 

43 PLTU LONTAR PC 3 315 Jawa 

44 PLTU LONTAR EXTENSION PC 1 315 Jawa 

45 PLTU PACITAN PC 2 315 Jawa 

46 PLTU PAITON (PJB) PC 2 400 Jawa 

47 PLTU PAITON-9 PC 1 660 Jawa 

48 PLTU PELABUHAN RATU PC 3 350 Jawa 

49 PLTU REMBANG PC 2 315 Jawa 

50 PLTU TANJUNG JATI B Unit 1-2 PC 2 710 Jawa 

51 PLTU TANJUNG JATI B Unit 3-4 PC 2 710 Jawa 

52 PLTU Tj AWAR AWAR PC 2 350 Jawa 

Tabel  1.3  Daftar PLTU PLN Penghasil FABA (Sumber: PLN  2020) 
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Berdasarkan data dari PLN pada tahun 2020 jumlah produksi FABA PLN 

sebesar kurang lebih 3 Juta ton dengan peta sebaran di 52 PLTU tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar 1.5  Peta sebaran PLTU PLN dan produksi FABA (Sumber: PLN  2020) 

Beberapa pihak  telah dapat memanfaatkan limbah FABA sebagai bahan baku 

industri, seperti  industri semen ataupun industri konstruksi sipil. Masih banyak 

lagi pemanfaatan limbah FABA dapat dilakukan namun terkendala dalam 

masalah perizinan seperti proyek pembangunan jalan tol yang akan 

menggunakan limbah FABA sebagai bahan urugan namun karena perizinan 

yang rumit dan lama sehingga gagal dilakukan.   

Beberapa contoh dibawah ini adalah kegagalan pemanfaatan FABA yang 

dialami PLN: 

1. Pengalaman Pembangkit Jawa Bali (PJB) untuk memanfaatkan FABA 

sebagai bahan urugan atau campuran semen  berupa kehilangan momen 

yang menjadi Latar belakang Pengajuan ijin yaitu Pembangunan Tol 

Manado-Bitung.  

Surat Persetujuan Ijin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK)  pada Dirjend Binamarga PUPR : 22 Juni 2017 untuk pemanfaatan 

62.000 ton sebagai campuran semen, atas ijin prinsip tersebut PLN melalui 
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salah satu anak perusahaannya yaitu PJB (Pembangkitan Jawa Bali) 

mengajukan ijin pada tanggal 7 Desember 2017, atas ijin tersebut ijin 

pemanfaatan FABA baru keluar sekitar 2 Tahun kemudian yaitu pada 

Tanggal 18 Oktober 2019 sehingga kehilangan momentumnya karena Tol 

Manado Bitung diresmikan pada Tanggal 20 Desember 2019.  

2. Pengalaman Indonesia Power (IP) :  

Rencana Pemanfaatan FABA PLTU Suralaya untuk pembangunan jalur rel 

kereta cepat Jakarta-Bandung, tetapi pihak Kontraktor mundur karena 

Pengajuan proses perijinan yang panjang/rumit. 

3. Pengalaman kerjasama Ditjend Bina Marga - PLN :  

Balai Besar Pelaksanaan Jalan V, Ditjend Bina Marga akan menggunakan 

FABA sebagai Material Stabilisasi Tanah Dasar Jalan Lingkar Timur Kota 

Prabumulih tidak jadi dilaksanakan. 

Kegagalan pemanfaatan juga berimplikasi pada besarnya biaya 

penanganannya yaitu biaya pengelolaan yang sangat besar mulai dari 

pengangkutan/transportasi, penyimpanan sementara dan penimbunan, Tabel 1.4 

merinci besarnya biaya tahunan yang harus dikeluarkan PLN sebesar kurang 

lebih Rp 4,9 Trilyun untuk penanganannya. Lebih jauh hal ini akan membebani 

APBN berupa subsidi listrik karena anggaran operation expenditure dan capital 

expenditure sebesar Rp. 4.9 T merupakan allowable cost (biaya yang boleh 

dibebankan) yang menjadi beban subsidi listrik Pemerintah.  Sesungguhnya 

dengan melakukan upaya delisting FABA menjadi Limbah non B3, maka beban 

subsidi tersebut dapat dialihkan untuk mendorong pembangunan di sektor yang 

lebih prioritas. 
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Tabel  1.4  Biaya Penanganan FABA sebagai Limbah B3 (Sumber: PLN  2020) 

Dampak lainnya adalah timbulnya potensi pemidanaan oleh aparat 

penegak hukum apabila pemafaatan FABA tidak sesuai dengan peraturan saat 

itu, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tabel berikut menyajikan data potensi 

pemidaaan yang dialami PLN : 

 

Tabel  1.5  Potensi Pemidanaan dalam penanganan FABA (Sumber: PLN  2020) 

 

FABA PLTU Transportasi dan Pelimbahan Landfill Pengecualian Jumlah

FABA PLTU Prioritas 1 Rp 448.485.488.885                         Rp Rp Rp 448.485.488.885       

FABA PLTU Melebihi Masa Simpan Rp 1.021.355.250.031                      Rp Rp Rp 1.021.355.250.031   

FABA PLTU 2020

Jawa Rp 234.510.130.582                         Rp 420.000.000.000       Rp 8.157.500.000     Rp 662.667.630.582       

Sumatera Rp 638.643.085.578                         Rp 840.000.000.000       Rp 8.785.000.000     Rp 1.487.428.085.578   

Kalimantan Rp 276.110.422.796                         Rp 300.000.000.000       Rp 3.765.000.000     Rp 579.875.422.796       

Nusra Rp 78.220.145.357                            Rp 240.000.000.000       Rp 2.510.000.000     Rp 320.730.145.357       

Sulawesi Rp 14.518.754.262                            Rp 240.000.000.000       Rp 3.137.500.000     Rp 257.656.254.262       

Maluku Papua Rp 13.170.415.567                            Rp 120.000.000.000       Rp 1.255.000.000     Rp 134.425.415.567       

Total Rp 2.725.013.693.058                      Rp 2.160.000.000.000   Rp 27.610.000.000   Rp 4.912.623.693.058   
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Pada tahun 2020 data PLN menunjukkan setidaknya ada 5 kasus terkait 

pengelolaan FABA yang ditangani oleh aparat penegak hukum (Apgakum) 

yaitu : 

1. Panggilan Tipidter Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 08 September 2020 

terkait pengelolaan FABA di PLTU Tanjung Jati B, melalui surat POLRI 

B/1239/IX/2020/Tipiditer; 

2.  Panggilan Tipidter Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 13 Oktober 2020 

terkait pengelolaan FABA di PLTU Tenayan, melalui surat POLRI 

B/1142/IX/2020/Tipiditer; 

3. Kunjungan Lapangan Tipidter Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 17 

September 2020 terkait pengelolaan FABA di PLTU Indramayu; 

4. Kunjungan Lapangan reskrim Polres Ende pada tanggal 03 September 2020 

terkait pengelolaan FABA di PLTU Ropa, melalui surat POLRI 

B/466/IX/2020/Reskrim; 

5. Permintaan Diskusi Informal oleh Aparat Polres Lamongan atas 

pengelolaan FABA di PLTU Paiton 1 dan 2 pada Tanggal 02 September 

2020. 

Kegiatan-kegiatan oleh Apgakum untuk menjamin kesesuaian regulasi 

dengan praktek dilapangan menimbulkan konsekuensi bagi PLN untuk 

mengeluarkan biaya baik resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan 

potensi Tindak Pidana Korupsi. 

Dari potensi nasional yang ada untuk pemanfaatan FABA dapat mencapai 

nilai Rp 312 Trilyun. Tabel dibawah ini menunjukkan rincian estimasi potensi 

pemanfaatan FABA: 
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Tabel  1.6  Potensi Pemanfaatan FABA (Sumber: PLN  2020) 

 

Beberapa Negara menetapkan Limbah FABA bukan merupakan Limbah 

B3, seperti Amerika, Jepang dalam tabel 5 berikut disajikan data dari PLN 

mengenai pengaturan  FABA dibeberapa negara, dimana dengan penetapan 

sebagai limbah non B3 pemanfaatannya maksimal seperti pemanfaatan di 

Belanda mencapai 100%, Jepang 96,3%, Amerika 65%, China 45%, dan India 

38%. Bila dibandingkan di Indonesia yang hanya 0,2% karena diatur sebagai 

limbah B3. 

No Negara Peraturan terkait FABA Pemanfaatan FABA 

1 Belanda Non B3 100% 

2 Jepang Non B3 96,3% 

3 Amerika Non B3 65% 

4 China Non B3 45% 

5 India Non B3 38% 

6 Indonesia B3 0,2% 

Tabel  1.7  Pemanfaatan FABA di berbagai negara (Sumber: PLN  2020) 

Data lain berdasarkan  laporan World Wide Coal Combustion Products 

Network (WWCCPN), seperti disajikan dalam Tabel 1.7 berdasar 2016 Annual 

Production and Utilisation Rates of CCPs by Country, produk pembakaran 

batubara di seluruh dunia sekitar 1221.9 Metrik Ton. Dimana negara penghasil 

Coal Combustion Products (CCPs) terbesar adalah China dan terkecil Israel. 
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Tabel  1.8  Pemanfaatan FABA di berbagai negara Tahun 2016 (Sumber WWCCPN) 

Lebih lanjut berikut disajikan negara-negara yang mengatur FABA sebagai 

limbah Non B3 sesuai data dari PLN sebagai berikut: 
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Tabel  1.9  Pemanfaatan FABA di berbagai negara (Sumber: PLN  2020) 

 

Melihat potensi pemanfaatan yang besar berbagai institusi dan lembaga 

telah berupaya untuk mendorong pemerintah terutama Kementerian LHK untuk 

merubah regulasi yang ada terutama perubahan status FABA sebagi limbah B3. 

Berbagai upaya Lembaga/instansi yang dirangkum PLN terkait untuk merubah 

status FABA dapat disajikan dalam tabel berikut:  
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No. Istitusi Waktu Materi Surat

1 LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Agustus 2016 Hasil penelitian bahwa FABA

tidak berbahaya

2 Menteri ESDM Agustus 2019 Surat Kepada Menteri LHK agar

mengeluarkan FABA sebagai

limbah B3

3 ALLIN (Asosiasi Lingkungan Ketenagalistrikan Indonesia) Agustus 2019 Surat kepada Mensesneg agar

Pemenrintah merevisi PP 101

Tahun 2014 dengan

mengeluarkan FABA sebagai

limbah beracun

4 APLSI (Asosiasi Pengusaha Listrik Swasta Indonesia) September 2019

Juni 2020

Surat Kepada Presiden RI agar

merevisi regulasi aturan FABA

(dikeluarkan sebagai limbah B3)5 KEN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional) Oktober 2019 Surat Kepada Presiden RI agar

merevisi regulasi aturan FABA

(dikeluarkan sebagai limbah B3)

6 PT PLN Mei 2020 Surat Permintaan Dukungan PLN

kepada Menkomarinvest untuk

menghapus FABA sebagai Limbah

B3

7 APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia) Juni 2020 Surat Kepada Menkomarinvest

agar mengeluarkan FABA sebagai

limbah B3

8 MKI (Masyarakat Kelistrikan Indonesia) Juni 2020 Surat Kepada Presiden RI agar

merevisi regulasi aturan FABA

(dikeluarkan sebagai limbah B3)

9 DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (16 Asosiasi) Juni 2020 Surat Kepada Deputi Bidang

Koordinasi Perniagaan dan

Industi Kemenko Perekonomian

berupa deklarasi 16 Asosiasi

Pengusaha Indonesia untuk

mengeluarkan FABA sebagia

limbah B3

10 DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (16 Asosiasi) Juli 2020 Surat Kepada Presiden RI agar

merevisi regulasi aturan FABA

(dikeluarkan sebagai limbah B3)

11 Menteri BUMN September 2020 Surat Kepada Menteri LHK agar

mengeluarkan FABA sebagai

limbah B3

 

                     Tabel  1.10  Upaya-upaya mendelisting FABA menjadi limbah Non B3 

(Sumber: PLN) 
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Setelah berbagai upaya yang dilakukan hampir seluruh instansi/lembaga 

dan stakeholder terkait menemui jalan buntu, PLN meminta bantuan KPK 

untuk melakukan kajian atas status FABA tersebut. Atas Kajian yang 

dilakukan selanjutnya Pada Bulan November tahun 2020 KPK memberikan 

rekomendasi kepada Pemerintah melalui surat kepada Presiden RI agar FABA 

dari PLTU/Kelistrikan  dikeluarkan dari Limbah B3 menjadi Non B3, Atas 

rekomendasi tersebut Status FABA di Indonesia sebagai Limbah Non B3 

ditetapkan pada 02 Februari 2021 berdasarkan PP No.  22 Tahun 2021. Secara 

internal di PLN implementasi pemanfaatannya masih berdasarkan pada 

Peraturan Direksi (Perdir) nomor 0356 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Limbah Fly Ash Bottom Ash dan Gypsum di lingkungan PT PLN (Persero) 

yang mana perdir ini tidak implementatif karena: 

1. Perdir masih bersifat umum. 

2. Pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi Karyawan Unit Induk PLN, 

yang membatasi komersialisasi. 

3. Tidak ada pengaturan FABA untuk kegiatan TJSL/CSR.  

4. Inovasi pemanfaatan terbatas karena penggunaan FABA dilarang (FABA 

dianggap limbah B3). 

Pasca penetapan PP No.  22 Tahun 2021 sesuai data PLN pemanfaatan 

FABA dari PLTU PLN menunjukkan peningkatan  namun masih  tergolong 

rendah, sampai akhir tahun 2021 diperkirakan baru mencapai 30%. Dalam surat 

apresiasi PLN kepada KPK menyatakan dengan pemanfaatan sebesar 30%, 

terdapat efisiensi tahunan pengelolaanya sebesar Rp 1,2 Trilyun (biaya tahunan 

sebelumnya Rp 4,9 Trilyun).  

FABA masih digunakan untuk inisiatif dan inovasi masing-masing PLTU 

di PLN. Ini dapat digunakan dalam berbagai cara, seperti sebagai campuran 

perkerasan jalan untuk program TNI dan pembangunan infrastruktur pemerintah 

daerah, mendukung program pemerintah untuk 1 Juta rumah, dan diuji sebagai 

bahan untuk pembuatan pupuk. Beberapa inisiatif yang mendukung pemanfaatan  
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FABA digambarkan  sebagai berikut :              

 

Gambar 1.6  Pemanfaatan FABA (Sumber: PLN  2020) 

Selain itu, penggunaan FABA dianggap sebagai kemajuan ekonomi hijau untuk 

ekonomi sirkuler dalam mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi 

COVID-19. 

 

Gambar 1.7  Inisiatif Pemanfaatan FABA sebagai paving Block untuk mewujudkan ekonomi 

sirkuler dan green economy (Sumber : https://jogja.tribunnews.com/2022/08/29/pemanfaatan-

faba-sebagai-ekonomi-sirkuler-solusi-alternatif-untuk-bertahan-di-masa-krisis?page=all) 
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Inovasi yang akuntabel dapat memaksimalkan penggunaan FABA. Dengan 

mempertimbangkan sifat PLN sebagai BUMN yang mengelola layanan publik, 

proses inovasi ini harus dapat dipetakan dan diidentifikasi dengan baik. Sejak 

tahun 1999, PLN telah mengadopsi pendekatan input, proses, output, dan hasil 

(IPOO). Secara operasional, inovasi di lingkungan PLN terbagi menjadi lima 

kategori: Pembangkitan, Transmisi, dan Distribusi, Dukungan Teknik, 

Dukungan Aplikasi Non-Teknik, dan Dukungan Manajemen Non-Teknik.   

PT PLN (Persero) juga telah  memiliki lembaga inovasi. Pada tahun 1999-

2004, inovasi dikelola oleh PLN Jasa Pendidikan, yang sekarang dikenal sebagai 

PLN Pusat Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Namun, karena 

perubahan struktur organisasi dan perkembangan PLN, sejak tahun 2005, inovasi 

dikelola oleh PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) 

Ketenagalistrikan atau PLN Institut Penelitian. Untuk memacu inovasi, Lomba 

Karya Inovasi (LKI) diadakan setiap tahun untuk mendukung inovasi di unit 

operasional dan anak perusahaan PLN. Pegawai PLN telah menghasilkan 2906 

karya inovasi, atau rata-rata 153 karya inovasi per tahun, hingga 2016. Saat ini, 

hampir satu karya inovasi PLN dibuat setiap hari. Website sebagai berikut, 

menggambarkan perlombaan inovasi di lingkungan PLN: 

Gambar 1.8  Website perlombaan inovasi dilingkungan PT PLN (Sumber: PLN) 
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Sampai saat ini, tercatat lebih dari 180-an inovasi yang masih digunakan di 

unit-unit PLN. Selanjutnya, ada sembilan inovasi yang telah memperoleh paten 

dan dua belas inovasi yang sedang dalam proses sertifikasi paten. Sekitar 40 unit 

dari inovasi ini sudah menjadi prototipe dan siap diproduksi secara massal. 

Tabel berikut memuat daftar Inovasi dilingkungan PLN yang telah mendapatkan 

paten dan proses memperoleh paten: 

 

                      Tabel  1.11 : Paten inovasi di lingkungan PT PLN (Sumber: PLN) 
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Inovasi terkait FABA juga tercatat sebagai upaya inovasi yang telah dilakukan 

meliputi  2 inovasi yaitu : 

 

Tabel 1.12 : Inovasi terkait FABA di lingkungan PLN (Sumber: PLN) 

Secara operasional, penerapan inovasi di unit-unit PLN telah 

menghasilkan nilai tambahan baik secara finansial maupun non-finansial. 

Inovasi menghasilkan keuntungan finansial, seperti peningkatan efisiensi, 

penurunan tingkat panas pembangkit, percepatan waktu pemeliharaan, 

peningkatan faktor ketersediaan, perubahan komposisi bahan bakar, 

pengurangan jam gangguan, dan penurunan kehilangan transmisi. dan distribusi. 

Manfaat non-finansial mencakup percepatan layanan, penurunan pencemaran 

lingkungan, peningkatan akuntabilitas dan transparansi proses bisnis, 

peningkatan produktivitas pegawai, dan peningkatan integritas layanan. 

Secara finansial, inovasi yang telah diterapkan di unit-unit menghasilkan 

penghematan yang signifikan. Tabel 1.3 menunjukkan data PLN terkait jumlah 
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manfaat finansial dari inovasi di PT PLN (Persero) selama lima tahun 2012–

2016. Manfaat net cost saving pada tahun 2016 mencapai 5.302.706.864.494. 

Tabel 1.13 : Net Cost Saving dari proses inovasi (Sumber : PLN) 

 

Dari sisi internal PLN sebagai holding company  pengembangan 

pemanfaatan FABA ada dibawah pengendalian seorang Senior Vice President 

(SVP),  yaitu SVP Operasional Pembangkitan sedangkan sebelumnya   ada 

dibawah SVP yang membawahi pengelolaan lingkungan. Hal ini sedikit banyak 

menggambarkan bahwa FABA masih dipandang sebagai ekses pembangkitan 

PLN bukan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang perlu 

dikembangkan. Berbagai tantangan pemanfaatan FABA diantaranya disebabkan 

Pemakaian FABA secara masif dapat mendisrupsi berbagai industri seperti 

pabrik semen, infrastruktur (batako), pupuk hingga pemanfaatannya untuk 

teknologi nano karena menawarkan sumber yang melimpah dan harga yang 

lebih murah.  

Diperlukan perbaikan regulasi di internal PLN agar inovasi yang ada dapat 

terfasilitasi dan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk 

hal ini diperlukan  perbaikan kebijakan   yang tepat agar  pemanfaatannya 

optimum tanpa adanya kebijakan ini dan menilik karakteristik FABA yang dapat 

diperlakukan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan rendah 

dalam pemanfaatannya membuka peluang celah korupsi dapat terjadi di Unit-

Unit PLTU PLN. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan dapat diidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Pemanfatan FABA bukan merupakan core bisnis PT PLN maka 

penanganannya diperlakukan  sebagai beban operasi. 

2. Kendala birokrasi di Instansi Pemerintah terkait perizinan pemanfaatan 

FABA, dengan kecenderungannya masih mempertahankan kewenangan 

sesuai regulasi lama dirasakan bahwa perbaikan regulasi pengelolaan 

FABA (dari limbah B3 menjadi Non B3) belum mengoptimalkan 

pemanfaatannya.  

3. Meski memiliki nilai ekonomi, PLN  ”menggratiskan” pemanfaatannya 

oleh pihak lain (Pemda, TNI dan lain-lain). 

4. Inisiatif  pemanfaatan FABA masih dilakukan secara mandiri oleh masing-

masing PLTU di lingkungan PT PLN, Tanpa adanya perbaikan Kebijakan 

akan menimbulkan celah korupsi di Unit-Unit PLN. 

5. Manajemen pengelolaan FABA di PT PLN belum didukung oleh SDM, 

struktur dan sistem yang memadai sampai level unit terkecil (PLTU) serta 

belum ada panduan  kerjasama untuk inovasi pemanfaatan FABA di antara 

para stakeholder. 

6. Inovasi terkait dengan inovasi dengan pendekatan input, proses, output, 

dan hasil (IPOO). Karya inovasi di lingkungan PLN terbagi menjadi lima 

kategori, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi; dukungan teknik, 

dukungan non-teknik untuk aplikasi; dan dukungan manajemen non-teknik 

tidak membantu mengoptimalkan pemanfaatan FABA. 

7. Diperlukan perbaikan peraturan di internal PLN yang memberikan ruang 

inovasi yang dilakukan selama ini dan masa mendatang yang disebabkan 

oleh Perdir 0365 Tahun 2014 dilingkungan PLN tidak cukup operasional 

dalam memayungi pengusahaan FABA.  
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C. Perumusan Masalah 

Dari 7 permasalahan yang telah diidentifikasi maka rumusan 

permasalahan penelitian Pedoman Perbaikan Peraturan Kebijakan 

Pemanfaatan FABA (Fly Ash Bottom Ash) di Lingkungan PT PLN  adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan di lingkungan PLN  dalam pemanfaatan 

FABA?. 

2. Bagaimana seharusnya inovasi pada kebijakan FABA di Lingkungan 

PLN?. 

3.  Bagaimana Pedoman perbaikan Peraturan pemanfaatan FABA di 

lingkungan PT PLN?.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:  

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan pemanfaatan FABA di Perusahaan 

Listrik Negara. 

2. Menganalisis inovasi yang telah dilaksanakan dan yang diperlukan  pada 

kebijakan  pemanfaatan FABA. 

3. Menghasilkan Pedoman perbaikan  Peraturan manajemen pemanfaatan 

FABA di lingkungan PT PLN. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademik berupaya memberikan sumbangsih terhadap khasanah 

pengetahuan optimalisasi pemanfaatan FABA melalui peraturan   di 

internal PLN yang diperlukan guna memenuhi kebijakan publik yang 

ditetapkan pemerintah melalui inovasi sektor publik. 

2. Dalam tataran praktis diharapkan bermanfaat bagi upaya-upaya 

pembenahan pemanfaatan FABA di Internal PT PLN  serta sumbangsih 

bagi pengembangan green economy sirkuler berbasis FABA yang dapat 

dirasakan manfaatnya oleh berbagai elemen masyarakat. 
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